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Abstract

Nowadays, a boarding house business is very much in demand by the community becanse the benefits of a boarding house
business are very promising especially in areas close to fertiary institutions. 1#'s just that often the boarding house owner forgets abont
his obligation to pay zakat and tax from the rental of bis boarding bouse. This study aims to determine how the implementation
and its challenge of zakat and boarding house tax in Bukit Harapan 1 illage, Soreang District, Parepare City

This study uses a qualitative descriptive approach and obtains data from primary and secondary data. Data collection
technigues used are observation, interviews, and documentation. The data analysis technique used is qualitative data.

The results of this study indicate that the implementation of gakat and boarding house tax is that the boarding house owner
has not fully issued the zakat and paid the boarding house tax becanse there are some obstacles that mafke the implementation not
implemented properly.

Keywords: Implementation, Zakat, Tax, Dormitory School

Abstrak

Sekarang ini bisnis atau usaba rumah kos sangat diminati masyarakat karena keuntungan dari bisnis rumabh fos sangat
menjanjikan terlebib lagi di wilayah yang dekat dengan Pergnrnan Tinggi karena lokasi yang dekat dengan Pergnruan Tinggi
memiliki prospek_yang lebib baik. Hanya saja seringkali pemilik rumal kos melupakan kewajibannya yaitu membayar 3akat
dan pajak dari basil penyewaan rumab kosnya. Penelitian ini bertujuan untuk  mengetabui bagaimana implementasi dan
hambatan terlaksananya zakat dan pajak rumab kos di Keluraban Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dan memperoleh data dari data primer dan data sekunder.
Tebnik pengnmpunlan data yang dignnakan adalah observasi, wawancara, dan doknmentasi. Adapun teknik analisis data yang
dignnakan yaitn data kualitatif.
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Hannani

Hasil penelitian ini menunjukan babwa implementasi dari zakat dan pajak rumab kos adalab pemilik rumalb kos belum
sepenuhnya mengeluarkan zakat dan membayar pajak rumab kosnya dikarenakan ada beberapa bambatan-hambatan yang
membuat implementasi tidak terlaksana dengan baik.

Kata Kunci: Implementasi, Zakat, Pajak, Rumah Kos

A. Pendahuluan
Islam adalah syariat yang Allah berikan kepada manusia untuk mengatur kehidupannya sebagai bagian dari
semesta ini yang diciptakan dan diatur oleh Allah swt. Hal ini berarti ketaatan pada syariat merupakan

kebutuhanmanusiawi schingga kehidupan mereka menjadi harmonis di tengah ketenangan alam semesta
(Mubasirun, 2013).

Manusia diciptakan sebagai makhluk individu yang saling membutuhkan individu lainnya. Manusia bisa
menjalin hubungan atau pergaulan antara sesama manusia dengan cara muamalah. Menurut Idris Ahmad,
muamalah adalah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk
mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik. Ruang ingkup muamalah yaitu
membahas masalah jual beli, gadai, sewa-menyewa, jaminan dan tanggungan, dan sebagainya(Rosadi &
Athoillah, 2015). Kajian iniakan membahas mengenai sewa-menyewa atau lebih tepatnya usaha sewa-menyewa

rumah kos.

Sekarang ini bisnis atau usaha rumah kos sangat diminati masyarakat karena keuntungan dari bisnis rumah
kos sangat menjanjikan. Bisnis ini memiliki prosfek yang lebih baik apabila lokasinya yang dekat dengan
Perguruan Tinggi, seperti kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare dan kampus
Univesitas Muhamadiah Parepare (UMPAR) ini sangat strategis dijadikan tempat usaha rumah kos. Banyak
mahasiswa/pelajar yang berasal dari daerah-daerah lain yang menempuh pendidikan sehingga mempengaruhi
pelaksanaan kegiatan sewa-menyewa tersebut. Tetapi seringkali masyarakat melupakan kewajibannya yaitu

membayar zakat dan pajak dari hasil penyewaan rumah kos.

Zakat menempati posisi ketiga dalam rukun Islam, yang pertama dan kedua adalah syahadat dan shalat. Al-
Qur’an menjadikan hal ini sangat penting walaupun dalam bayangan masyarakat pada umumnya puasa
menempati kedudukan setelah shalat(Amiruddin, 2019b). Shalat dan zakat adalah bangunan Islam. Jika
keduanya hancur, Islam sulit untuk bisa bertahan. Zakat dihubungkan dengan shalat sebanyak delapan puluh
dua kali dalam al-Qur’an (Toriquddin, 2015). Diantaranya:

Allah berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 110.

Dirikanlab shalat dan tunaikaniah zakat 3.

Zakat merupakan bentuk syukur atas nikmat Allah swt., dan dapat menyucikan harta seseorang, karena
dalam harta seseorang ada hak orang lain. Jika hak tersebut tidak di keluarkan, ia akan menjadi virus yang akan

menggerogoti harta, sehingga zakat bertujuan membersihkan harta dari hak orang lain.
Allah berfirman dalam Q.S. At-Taubah/9: 103.

Ambillah zakat dari sebagian barta mereka, guna membersibkan dan mensucikan merekad.

Ada sekian banyak bentuk penghasilan saat ini tetapi belum dikenal pada masa Nabi Muhammad saw., dan
tidak ada ketetapannya, salah satunya adalah zakat rumah kos. Banyak yang beranggapan apabila tidak ada
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ketetapannya maka tidak boleh dipungut darinya pungutan apapun itu tanpa hak, termasuk zakat. Akan tetapi,
bila pendapat itu diikuti, maka akan terasa ketidakadilan (Amiruddin, 2019a). Ketidakadilan itu karena dapat
dibayangkan petani berpenghasilan kecil dikenakan zakat, sedangkan pemilik saham dan gedung-gedung yang
disewakan tidak dikenai zakat meskipun sedikit, padahal bisa jadi penghasilan mereka lebih tinggi dari pada
seorang petani. Berkaitan dengan hal ini, banyak ulama yang menetapkan bahwa pada prinsipnya, penghasilan
apa pun yang diperoleh dan dengan cara apapun yang dibenarkan agama hatrus dizakati (Majelis Ulama
Indonesia, 2020).

Tujuan utama diwajibkan zakat atas umat Islam itu adalah untuk memecahkan problem kemiskinan,
memeratakan pendapatan, dan meningkatkan kesejahtraan umat dan negara. Zakat merupakan salah satu
sumber pendapatan negara pada awal masa pemerintahan Islam (Amiruddin et al., 2019). Hal itu dapat dilihat
dari sejak diwajibkannya zakat kepada Muslimin hingga kejayaan pemerintahan Islam. Namun, seiring dengan
perkembangan sistem ketatanegaraan yang berlaku di dunia sekarang ini, maka zakat tidak lagi menjadi
kewajiban negara, namun menjadi kewajiban individu Muslim karena sistem pajak telah menggantikan zakat
sebagai unsur utama pendapatan negara (Asmalia et al., 2018).

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara lansung digunakan untuk
keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Amiruddin, bin Sapa, et al., 2020). Jadi masyarakat
Muslim yang hidup di suatu negara mempunyai kewajiban lain yang harus di bayar, yaitu selain membayar zakat
sebagai bukti pelaksanaan rukun Islam ia juga diwajibkan membayar pajak sebagai bukti ketaatan kepada negara.
Hal ini terlihat jelas di dalam al-Qur’an dan Undang-undang dengan adanya dua kewajiban yang berbeda, yaitu
kewajiban mengeluarkan zakat terdapat di dalam al-Qur’an dan Sunnah Nabi saw dan prosedur pengelolaannya
terdapat dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dan kewajiban membayar pajak
terdapat dalam UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) 7. Serta yang lebih jelasnya lagi
mengenai pajak rumah kos yang ada di daerah kota Parepare, yaitu terdapat dalam Peraturan Daerah Kota
Parepare Nomor 13 (Rozak & Maulana, 2021)

Dengan berjalannya zakat dan pajak yang sesuai dengan syariah, diharapkan akan dapat menggugah para
Muzaki dan Wajib Pajak, untuk menunaikan keduanya dengan sungguh-sungguh (Amiruddin, Amir, et al,
2020). Warga negara mempunyai dua kewajiban yang harus dilaksanakan yaitu mengeluarkan zakat atas investasi
yaitu zakat hasil usaha rumah kos bagi umat Islam dan membayar pajak penghasilan bagi seluruh warga
Indonesia tanpa terkecuali. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguraikan Implementasi Zakat
dan Pajak Rumah Kos di Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare.

B. Diskusi dan Pembahasan
1. Implementasi Pelaksanaan Zakat Rumah Kos di Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang
Kota Parepare

Zakat dijelaskan dalam al-Qur’an sebagai pernyataan yang jelas akan kebenaran dan kesucian iman. Iman
tidak sekedar kata-kata melainkan dengan iman harus dapat mewujudkan keberadaan dan kebaikan Allah swt.
Pengamalan zakat hanya akan bernilai jika berawal dari cintanya, bukan dari motif lain. Hadis yang merupakan
sumber kedua dalam Islam menguatkan al-Qur’an dengan cara mengupas semua sisi kewajiban Islam yang
pokok ini yaitu zakat, serta aturan dan ruhnya (Masse et al., 2020). Dengan demikian dapat dipahami bahwa
hadis memandang zakat bukan hanya sebagai bagian dari lima rukun Islam saja. Tetapi, zakat merupakan bukti

keimanan dan ungkapan rasa syukur, menghilangkan kemiskinan dan penguji derajat kecintaan kepada Allah
swt (Hidayat & Mukhlisin, 2020).
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Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dijalankan. Kewajiban zakat telah ditetapkan dalam al-
Qur’an dan Sunnah baik secara umum ataupun khusus sehingga telah di ketahui dengan pasti sebagai bagian
dari kewajiban agama. Jika seorang muslim mengingkari kewajiban zakat maka ia dianggap kafir. Meskipun
ancaman bagi orang yang tidak mau mengeluarkan zakat hanya berlaku di akhirat nanti dan acaman itu belum
ada di berlakukan di negara Indonesia tetapi umat Islam harus menyadari bahwa dengan mengeluarkan zakat
masyarakat sudah banyak membantu orang-orang yang membutuhkannya. Jadi zakat menuntun masyarakat
untuk peduli kepada sesama manusia, karena zakat berperan dalam meningkatkan kesadaran sosial akan nilai
kemanusiaan dan mendorong produktivitas ekonomi, zakat juga berperan dalam meningkatkan kesadaran
masyarakat bahwa zakat itu untuk mendekatkan dan meningkatkan ketaatan masyarakat kepada Allah
(Widiastuti et al., 2021).

Zakat diharapkan dapat meminimalisir kesenjangan pendapatan antara yang kaya dan miskin karena salah
satu tujuan berzakat adalah untuk mengurangi kemiskinan. Ajaran Islam tentang zakat adalah perintah Allah
swt., yang diwahyukan kepada Rasul-Nya Muhammad saw., yang berkaitan dengan kenyataan sosial ekonomi
umat dan berlaku sepanjang masa. Sehingga zakat ibarat benteng yang melindungi harta dari penyakit dengki
dan iri hati serta zakat ibarat pupuk yang dapat menyuburkan harta untuk berkembangan dan tumbuh
(Doktoralina et al., 2020).

a. Implementasi Zakat Rumah Kos

Implementasi merupakan suatu rangkaian aktifitas dalam rangka mengantarkan kebijakan kepada
masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Pemilik rumah
kos sangat antusias dalam mengeluarkan zakat rumah kos meskipun mereka belum memahami mengenai syarat
dan tata cara mengeluarkan zakatnya, hal ini dilihat dari beberapa tanggapan pemilik rumah kos saat di

wawancarai:

Wiatim (Pemilik Kos/Wisma Mama Rina), saat wawancara mengatakan bahwa:

“Sudab 5 tabun menjalankan usaba rnmah kos, ada 20 kamar, sistem pembayarannya macam- macam, ada
perbulan terserab anak-anak, ada man perbulan boleh, dna bulan, satu tabun, tapi yang jelas kalau satu tabun pasti
saya kasi diskon Rp.3.300.000,- saja, kalau perbulan Rp.325.000,-. Jenis zakat yang biasa dikelnarkan akat
mal seprti zakat profesi, zakat fitrab, kalan dari hasil rumab kos zakat hartakan itu, setiap tabun saya kelnarkan
itu, saya bawa ke panti asuban, misalnya satu tabun Rp.50.000.000,- saya dapat, saya kelnarkan 2,5% dari
Rp.50.000.000,- jadi saya kasi keluar Rp.1.250.000,-, saya bawa kepanti asuban karena saya lebib senang
lansung sama yang bersangkutan, saya Rasi dalam bentuk uangl1”

Hj. Marwati(Pemilik Kos/ (pondok tidak ada namanya)), saat wawancara mengatakan bahwa:

“Kalan yang berkembang sekarang ini ini sudab 3 tabun, Ralau kamarnya 26 kamar. Sistem pembayarannya kalau
saya pertabun, ada juga duna kali, saya kasi keringanan anak-anak, mmpama dia satu orang dia man satn kamar to
Jjadi saya kasi bayar dua kali, jadi dia agak ringan kasiban, kalau satu kamar Rp.3.500.000,- dengan air mie itn.
Kalan zakat ini kos, saya cuma hitung hasilnya, biasa cuma kasi makan di panti, biasa di Panti Ansannrla, di
Panti Hidayabtullah, dalam bentuk makanan, kadang sebagian nang, saya cuma bitung katanyakan seumpama
Rp.710.000.000,- kelnar Rp.250.000,- to, saya cuma hitung begitu lansung sekali setabun lah kalan bulan puasa,
atan kadang saya pabuka begitu. Saya kelnarkan 3akat karena ditabn mi oh bagus mi kalau begini ki, sudab
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mengerti mi ki bilang barus kita keluarkan akatnya, itukan bukan kita punya bak, ada baknya orang bukan hak

kita semnal2.”

AResky Hidayat. HD (pengelolah Kos/Pondok Azizah), saat wawancara mengatakan bahwa:

“Usaba rumakh kos sudah 5 tabun Ada 6 kamar di atas dan di bawah ada 11 kamar jadi totalnya semna ada 17
kamar.Sistem pembayaran yang di lakukan yaitu nangnya di terima di awal masuk, kalau man di lanjut dibayar 3
bulan sebelum babis masa kontrakannya. Di atas harganya Rp.2.500.000,- kalan yang di bawa tiga kamar yang we
dalam Rp.3.500.000,- dan yang di bawa yang tidak we dalam Rp.2.500.000,-. Mengenai zakat tabu, jenis akat
yang biasa di bayar zakat mal yaitn 3akat penghasilan, Zakat profesi, disinikan saya cuma sebagai pengelola yang
tabu pemiliknya to, pemiliknya itu menyatukan semua harta profesinya to barn di keluarkan hartanya, kita belikan
sembako. Kita setiap tabun itn mengeluarkan zakat sedekabnya berbagi ke orang tidak mampn, kita ada paket-
paket, perpatket itu isinya Rp.100.000,-, kita biasa bagi 100 paket, begitu caranya kita mengeluarkan sedekabnya
setiap tahun, diberifan di mesjid Aradia dekat pasantren di Ablam. Kami belum memilih BAZINAS karena lebib
percaya saja kalan pibak mesjid yang mengelola, kalan BAZINAS agak repot ya, kalan mesjidkan dekat dari
rumab, lebib cepat, lebibh percaya karena selain di tabn, di kenal, juga jelas mesjid. 13”7

Hj. Nurhidayah (Pemilik Kos/Pondok Annur), saat wawancara mengatakan bahwa:
Sudah menjalankan nsabha rumab kos sejak tabun 1995, jadi sudab sekitar 22 tahn. Ada 20 kamar tapi 5 orang
yang punya, anak ku 4 dan saya sendiri, biaya pembayarannya perbulan Rp.300.000,- termasuk lampu dan air mi
dan pertabun di bayar Rp.2.500.000,- di luar air dan lampn. Kalan zakatnya ini kos saya biasanya kasib masnk
di Panti Asuban Rabmad, kasi keponakan saya juga, kasi kelnarga saya yang tidak mampn. Saya Rasi seperti
indomie beberapa kotak, kadang saya lebih yakin di Panti Asuban, saya belum tabn itu yang lain (1LAZ dan
BAZNAS) 14.”

Muh. Yamin (Pemilik Kos/Pondok Kuning), saat wawancara mengatakan bahwa:
“Sudab 10 tabun itn yang 7 kamar tetapi yang 9 kamar barn ini tabun dikasi kontrak. Ada 16 kamar, sistem
pembayaran pertabun, kalan yang 7 kamar harganya Rp.4.000.000,- satu tabun, yang

9 kamar harganya Rp.3.500.000,- pertabun diluar listrik dengan air, mereka bayar air Rp.500.000,- lebib satu
bulan semna, kalan listrik lebib Rp.1.000.000,-. Hasil dari rumab kos zakat harta itn, saya kasi saja di mesjid,
kalan anak-anak cepat membayar saya kasi 2% dari jumlabnya itn, dalam bentuk wang, saya tidak bisa sebutkan
berapa jumiah akat yang saya ka keluar karena kalan saya kasih kelnar akatnya itu saya cuma kasi keluar
tidak bilang-bilang sama orang-orangl5”

LA.Ramli (Pemilik Kos/pondok Madinah), saat wawancara mengatakan bahwa:
“Menjalankan nsaba rumab kos sekitar 4 tabun.Ada 25 kamar semna dari 3 pondok Madina. Sistem
pembayarannya pertahun, biayanya yang harus dibayar sebesar Rp.2.000.000,- pertabun. Kalau saya tidak mengerti
masalah gakat, saya mengeluarkan zakat artinya akat kos disamping setiap hari jumat, kan saya keluarkan juga
gakat di mesjid Rp.160.000,- perbulan jadi hampir Rp.2.000.000,- pertabun. Zakat saya kasi keluar sebesar
Rp.1.500.000,- pertabun. Saya cuma mau Rasi kelnar, Rp.1.500.000,- pertabun, itupun saya zakatkan di mesjid,
dalam bentuk nang, di kasikan di mesjid di suppa, saya bangun mesjid juga disana, mesjid As sabid, mesjidnya
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belum jadi barn man di cor baru pasang atap, lain dari penghasilan lain saya sumbangkan lagi kesana semacam
kemarinkan saya sumbang lagi 15 trek timbunan. 16”

Ibu Norma (Pemilik Kos/pondok Sahabat), saat wawancara mengatakan bahwa:
“Usaba rumalh kos sejak tabun 2011, sekitar 6 tabun, tetapi barn 2 tahun terakbir ini penub atan rame. Ada 20
kamar, 9 kamar di atas, 11 kamar di bawab, kalan satn tabun Rp.2.000.000,- ada juga yang Kp.3.000.000,-,
kebanyakan yang Rp.2.000.000,-, yang Rp.3.000.000,- cuma 4 kamar, yang membedabhkan lnasnya. Sebagian
hasil dari rumalh kos saya kasikan di mesjid, kakakkn disana imam jadi saya bilang bagikan saja kepada yang
membutubkan, saya kasi dalam bentuk nang, biasanya Rp.1.000.000,- saya menghitungnya dari 1 tabunnya saya
dapat. Saya tidak tabu menghitugnya zakat basil rumakh kos, saya cuma perkirabkan saja, karena kemarin dapat
berapa dik, saya cuma dapat dari sawab sama bapaknya kemarin baru kelnar zakatnya bampir Rp.1.000.000,-,
saya kira-kira saja dari situ, bapaknyakan kerja di sawab juga dia bayar zakat juga dari hasil sawabnya, saya
perkirakan dulu disitu, saya bilang berarti kalan dari kos ini sekitar begitu juga zakatnya. Saya keluarkan zakat
di kampung karena saya libat di kampung banyak yang butub, kalan disinikan bisa diberikan kepada yang tidak
butub to, maksudnya ada ji tapi kalan dikampung bisa libat sendiri yang susabnya. 17”7

Implementasi dari zakat rumah kos khususnya rumah kos yang terdapat di Kelurahan Bukit Harapan
Kecamatan Soreang Kota Parepare yaitu implementasi tidak terlaksana dengan baik dikarenakan pemilik rumah
kos rata-rata tidak mengeluarkan zakat rumah kos tetapi mengeluarkan sedekah yang dianggapnya sebagai zakat
dari rumah kosnya. Hal ini karena kurangnya pengetahuan schingga pemilik rumah kos kurang memahami
mengenai syarat-syarat dan perhitungan zakat rumah kos, dalam pemahaman pemilik rumah kos apabila sudah
memberikan sebagian hartanya maka sudah bisa dikatakan mengeluarkan zakat, misalnya hasil dari usaha rumah
kosnya lansung dibagi 2,5% tanpa melihat nishabnya apakah penghasilannya sudah cukup atau belum dan
sebagian pemilik rumah kos tidak menghitung dengan benar jumlah zakat yang wajib dikeluarkan, pemilik
rumah kos hanya mengira-ngira dalam mengeluarkan zakat rumah kosnya. Sehingga masyarakat seringkali
menyamakan zakat, infak dan sedekah. Kurangnya pemahaman mengenai zakat rumah kos, masyarakat
berbeda-beda dalam mengeluarkan zakat, baik itu jumlah sampai tempat mengeluarkan zakat. Selain itu masih
ada beberapa hambatan lain yang membuat implementasi zakat rumah kos tidak terlaksana dengan baik
(Mawardi et al., 2023).

Masyarakat mengeluarkan zakat rumah kos masih menggunakan cara yang bersifat tradisional yaitu muzaki
langsung memberikan zakatnya pada mustahik seperti fakir, miskin, anak yatim, dan di mesjid tanpa melalui
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dengan alasan pemilik rumah kos tidak mengetahui adanya
tempat pengelolaan zakat dan masih kurang percaya, serta menganggap sulit proses pembayaran zakat di
BAZNAS atau tempat pengelolaan zakat lainnya. Cara ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat,
padahal fungsi BAZNAS sangat penting, yaitu sebagai suatu lembaga yang tujuannya untuk mengelolah zakat
secara efisien (Kasti & Yuniar, 2021).

b. Hambatan Pelaksanaan Zakat Rumah Kos

Hambatan adalah halangan atau rintangan18. Hambatan merupakan keadaan yang dapat menyebabkan
pelaksanaan tergangeu dan tidak terlaksana dengan baik suatu aturan, seperti halnya hambatan pelaksanaan
zakat rumah kos. Hambatan dari zakat rumah kos yaitu kurangnya pemahaman pemilik kos mengenai zakat dan
pemanfaatan zakat sehingga pemilik rumah kos tidak mengeluarkan zakat rumah kosnya, seperti yang dikatakan

narasumber saat di wawancarai:
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Hj. Cenrana (Pemilik Kos/Pondok Idaman), saat wawancara mengatakan bahwa:

“Usaba rumal kos kurang lebib 4 tabun, tidak bersamaan’i semmua, yang di bawa tabun 2013 kalan yang di atas
tabun 2014 manni, bertabap to. Ada 20 kamar. Sistem pembayaran yang dilaknkan pertabun, baru-barn naik in,
duln Rp.3.500.000,-, tambab ini sekarang Rp.4.000.000,- naik lagi Rp.4.500.000,-, Rp.4.500.000,- terakhir.
Beda-beda yang paling murah sekarang ini Rp.4.000.000,- dan yang paling mahal Rp.4.500.000,- sama mi
sama nang lampu dan air. Kalau rumal kos belum, belum pernal mengitung, kalan misalnya pergi lagi ke kampung
ada acara difasi lagi anak-anak tak Rp.50.000,- nya, cuma akat-3akat biasa ji mungkin begitu di’ apa tidak ku
hitung’i karena baruka juga tahu bilang ada pale zakatnya itn kos19.”

Menurut Nana Sudjana dalam bukunya yang berjudul Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, Winkel dan
Mukhtar berpendapat bahwa pemahaman yaitu kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu
setelah sesuatu itu diketahui atau diingat; mencangkup kemampuan untuk menangkap makna dari arti dari
bahan yang dipelajari, yang dinyatakan dengan menguraikan isi pokok dari suatu bacaan atau mengubah yang
disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain (Wahyudi et al., 2022).

Pemahaman ialah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu, tahu dan dapat
memberikan penjelasan dengan caranya sendiri dari apa yang telah di dapatkannya. Tanpa adanya pemahaman
seseorang tidak akan mau menaati sebuah aturan yang ada, sama halnya dengan ibu Cendrana yang mempunyai
penghasilan rumah kos yang cukup besar tetapi karena dia tidak tahu atau tidak paham mengenai zakat rumah
kos, ibu Cendrana tidak mengeluarkan zakat dari penghasilan rumah kosnya karena dia tidak mengetahu
mengenai zakat rumah kos dan tata cara menghitung dan mengeluarkan zakatnya. Jadi salah satu yang menjadi
hambatan dari rendahnya jumlah kaum muslim yang membayar zakat yaitu disebabkan oleh ketidak pahaman
mengenai zakat itu sendiri (Owoyemi, 2020).

Selain karena ketidak pemahaman mengenai zakat, faktor lain yang menjadi penghambat pelaksanaan zakat
yaitu tidak adanya kesadaran diri pemilik rumah kos terhadap zakat.

2. Implementasi dan Hambatan Pelaksanaan Pajak Rumah Kos di Kelurahan Bukit Harapan
Kecamatan Soreang Kota Parepare
a. Implementasi Pajak Rumah Kos

Rumah kos/ indekos adalah orang pribadi atau badan yang memiliki rumah, kamar, atau bangunan yang
disewakan kepada pihak lain sebagai tempat tinggal/pemondokan dan mengenakan imbalan dalam jumlah
tertentu. Atas penghasilan dari penyewaan rumah kos tersebut, maka pemilik rumah kos dikenakan pajak rumah
kos di atur dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel. Setelah diteliti
ada beberapa yang taat membayar pajak rumah kos meskipun masih banyak keluhan-keluhan dati pemilik rumah
kos mengenai peraturan daerah yang menyamakan pajak hotel dengan pajak rumah kos seperti:

Wiatim (Pemilik Kos/Wisma Mama Rina), saat wawancara mengatakan bahwa:
“Kalan yang berkenbang sekarang ini ini sudab 3 tahun. Ada 20 kamar, sistem pembayarannya macam-macans,
ada perbulan terserah anak-anak, ada man perbulan boleh, dua bulan, satu tabun, tapi yang jelas kalan satu tahun
pasti saya kasi diskon Rp.3.300.000,- saja, kalau perbulan Rp.325.000,-. Saya bayar pajak juga setiap bulan,
kan kalan pajak sudab nmum, kita nonton telavisi bari-hari, saya tabu dari kecil, orang tna saya itu orang taat
wajib pajak, trus pas saya bikin rumab kos itu lansung ada tagibannya dari dinas pendapatan daerab, tapi
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tidak semna rumalh kos membayar dek, saya itu mungkin yang rajin, setiap bulan datang dia ambil nang di kos
uang pajaknya, itu disebelah-sebelah itu tidak ada yang bayar, saya setiap bulan bayar, kalau tidak salah

10% pajaknya tetapi karena kita minta keringanankan, kita minta keringanan dengan beberapa pertimbangan, kita
dikeasi keringanan. Sementara saya, misalnya sampai 20 kamar, lebih dari 10 kamar tidak terisi, misalnya anak-
anak. satn bulan dna bulan hilang tidak ada, babkan sampai 5 bulan tidak membayar bagaimana, sememtara satu
kamar harganya cuma Rp.325.000,- perbulan, orang yang bikin di bawa 10 kamar Rp.700.000,- perbulan sudah
berapa, kalknlasi pendapatan saya sama mereka janh berbedah. Waktu ada rapat di DISPENDA masalab pajak
begitu, saya bilang cocok memang saya punya kos ada 20 kamar, fetapi harganya berapa, tidak full juga, sementara
orang bikin 9 kamar ada yang sampai Rp.1.000.000,- yang kelas-kelas melati itn, tidak seimbangkan, dengan
pertimbangan seperti itu kita dikasi keringanan. Kita ini barn belajar, baru man memmnlai usaba tetapi kiri kanan
sudah macam-amcam aturannya, sementara mereka yang bikin rumalh kos yang besar-besar yang elit-elit endak
dikenak pajak. Dari beberapa pertimbangan dikasi keringanan segini, jadi tetap hampir Rp.200.000,- setiap bulan,
lain lagi PBB, kalau pajak bumi dan bangunan murab ji itu RKp.100.000,- pertabun dibayar jadi kita bayar ada
dna pajak yaitn pajak PBB dan pajak kos.”

Dra. Hj. Hasnani, M.Hum (Pemilik Kos/Pondok Kautsar), saat wawancara mengatakan bahwa:
“Usaba rumalh kos sudah 7 tabun. Kamar sebanyak 12 kamar, sistem pembayarannya setiap tabun, pertabun di
bayar Rp.2.000.000,- di luar air, air di bayar perbulan Rp.45.000,-. Kalan pajak rumal kos ini pernab ada
petugasnya datang cek disini, bilang bagaimana ini ibu kos-kosnya berapa kamar, saya bilang 12, bulan depannya
dikasi mi ka surat bilang baruski bayar, dulu itn dibayar Rp.70.000,- perbulan. Bapak ji selalu bayar dikantor

yang dekat lapangan. Tidak semua juga itu orang membayar to, saya itu selaln bayar sejak dibuka ini kos, sejak di
bukanya ini kos 10 kamar memang lebih. Sebenarnya 10 kamar tapi basilnya itu bukan untuk 10 kamar to
karena kecil-kecil jadi bagaimana wi itn, tidak di tabu pemerintab itu, yang penting 10 kamar, jadi saya bilang biar
mi. Menurut saya pajak ini masi perlub dibenabi, ditata dengan baik, itu juga aturan-aturannya masi perlub
disosialisasifan kepada masyarakat, banyak yang tidak tahu kenapa saya barus bayar pajak, idealnya bagaimana
itn. Maunya itu petugas tunjukkan Peraturan Daerabnnya (PERDA)nya kekita. Kalan bapak itu selalu ji rajin
membayar, saya ji itu pernah melawan karena berapa orang saya tanya tidak ada yang membayar, jadi saya bilang
kenapa saya bodoh-bodoh mau membayar padabal banyak orang tidak membayar, alasannya macam-macam to.
Terus saya tanya kepada petngas pajak bilang kenapa ada yang bayar ada juga tidak membayar, kata petugas pajak
begitu mi bu kurang persunil. Tidak masuk akal to kalan begitu alasannya, sementara saya pernal terlambat
disuratika, ada surat edaranku dari kejaksaan, lansung ada panggilankn, mungkin terlanjur terdata mi nama jadi
susah mi mengelak, mestinya penghasilan yang dilihat jangan kamar, pengguna pajak_yang membayar pajak ini ada
ketidak adilan, misalnya senmpama Rp.30.000.000,- pertabun diterima ada di atasnya karena luas itn dia
kamarnya, tidak banyak jumlabnya tapi luwas’i jadi barga sewanya sampai Rp.5.000.000,- atan Rp.6.000,000,-
pertabun sementara saya duln Rp.1.800.000,- ji dikena memangka pajak. Kalan pemerintah mau maksimal untuk
menarik pajak dan adil juga, ya harusnya yang dilibat itn penghasilan sewanya bukan jumlab kamarnya, untuk
pastikan berapa yang diterima oleh pemilik kos, petugas pajak bisa tanya dengan mabasiswa yang kos disitn berapa
disewakan perbulan atan pertabun barn dikalikan dengan jumlab kamar.”

Norma (Pemilik Kos/Pondok Sanor), saat wawancara mengatakan bahwa:
“Mungkin sekitar 4 tahun itu kos, jumlab kamar duln 20 kamar tapi kos sekarang tinggal 14 karena ditempati
anak saya satu lantai, sistem pembayarannya pertabun, ada setiap 6 bulan sekali, kalau perbulan sama saja
Rp.3.000.000,- dibagi 12, kalau pembayaran kosnya mungkin saya yang terlaln termurah Rp.3.000.000,-
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pertabun, saya tanggung air dan lampu karena tidak man susab selalu menagi. Kalau pajak ada pajak PBB yang
tabunan ada juga pajak kos yang termasuk pajak hotel yang peraturan daerab sebesar Rp.100.000,- satu bulan.
Setiap bulan lansung ada yang datang mencatat dan tidak pernah terlambat, karena memang saya kasi tabu petugas
pajak bilang telponka kalan terlambat, itu sana hadiaku karena tidak pernab terlambat bayar pajak, ada bantal-
bantal, ada kipas angin, satu kursi-kurs, dua bantal-bantal. Petugas pajak selaln datang mencek kalan sudab itn
ada mi natempel diluar. Kiranya pajak kos itu masuk kelompok hotel, jadi saya bilang masa dikasi masuk
kelompork hotel kos begitn, nabukan penginapan canggiro, kalan hotel berapa satu hari, kita bulan-bulan, iaro
istilanya disukruki aga, ada mi itu kenangan rumab. Kos itu kamarnya cuma kamar kamar kecil sehingga banyak,
Jadi itu kalau kamarku cuma 2 meter lebarnya 3 meter panjangnya, nntuk kafasitas dua anak _jadikan biar sedikit
uangnya bisato masewa, Remudian itu dibelakang rumal tidak nakena pajak apa tidak sampai 10 kamar padahal
rumah besar dan mabal juga. Padahal itn kamarkn kalan dijadikan kamar normal, kamarnormalkan 3x3, cuma
9. Tapi tidak enak _juga kalan selalu dibuntuti terus jadi dibayar pajaknya. Senmpama harga kamar
Rp.3.000.000,- pertabun dikalikan 14 kamar jadi Rp.42.000.000,- penghasilannya pertabun begitu ji nalibat
petugas pajak, padabal hampir tiap malam ada lampu yang rusak, mana itu pompa air kaln rusak, berapa kali saya
ganti itn pompa airku, kalau tidak bagus lagi anak-anak mengeluh lagi jadi tidak seindah yang dibayangkan, jadi
tidak bisa dibitung sekian kamar sekian isi, tetapi perlub kammu teliti itu karena namanya pennlisan to, banyak
sekali orang sebenarnya itu akal-akalan dia tidak bayar, banyak itu disinikarena ada istilabnya itu kalau tidak
sampai 10 kamar keatas tidak dikenak pajak, jadi dia merasa tidak terkenak pajak, banyak alasan misalnya
disana nabikin sekian kamar saja, jadi sebenarnya banyak yang akal-akalan itn.”

Meskipun banyak keluhan-keluhan dari pemilik rumah kos mengenai pajak rumah kos yang disamakan
dengan pajak hotel, tetapi ada beberapa pemilik rumah kos tetap melaksanakan kewajibannya sebagai warga
negara yang taat membayar pajak. Seperti Ibu Wiatim, Hj. Hasnani dan ibu Norma tetap membayar pajak dari
hasil penyewaan rumah kosnya tetapi mereka mempunyai keluhan yang sama mengenai Peraturan Daerah Kota
Parepare Nomor 13 Tahun 2011 tentang pajak hotel. Pemilik rumah kos ini merasakan ketidakadilan saat rumah
kos disamakan dengan pajak hotel karena penghasilan hotel lebih tinggi dibandingkan dengan penghasilan dari
penyewaan rumah kos. Dilain sisi yang membuat pemilik rumah kos ini merasa tidak adanya keadilan dalam
peraturan daerah ini adalah pemungutan pajak dilihat dari jumlah kamar bukan dari ukuran kamar dan bukan
dari penghasilan rumah kos.

Ibu Cendrana dan bapak Pasangka dengan suka relah membayar pajak dari penghasilan rumah kosnya,
mereka taat kepada aturan yang ada tanpa mengomentari aturan yang telah ditetapkan. Mendengar dari pemilik
rumah kos di atas saat diwawancarai, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa implementasi dari pajak rumah
kos yang terdapat di Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare, kurang terlaksana dengan
baik karena masi banyak yang melanggar peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2011 tentang pajak
hotel yang dikategorikan juga dengan pajak rumah kos yang memiliki kamar lebih dari 10 dengan cara tidak
membayar pajak, dikarenakan adanya hambatan-hambatan sehingga pemilik rumah kos tidak membayar pajak.
Meskipun ada beberapa yang membayar pajak rumah kos tetapi dengan rasa terpaksa, keterpaksaan itu dilihat
dari keluhan-keluhan dari pemilik rumah kos, salah satu keluhannya adalah pemilik rumah kos tidak setuju
apabila pemungutan pajak di lihat dari jumlah kamarnya bukan penghasilan dari penyewaan rumah kos dan
pemungutan pajaknya yang tidak merata.

C. Kesimpulan
1. Implementasi dari zakat rumah kos khususnya rumah kos yang terdapat di Kelurahan Bukit Harapan
Kecamatan Soreang Kota Parepare yaitu implementasinya tidak terlaksana dengan baik karena pemilik rumah
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kos tidak mengeluarkan zakat rumah kos tetapi mengeluarkan sedekah yang dianggapnya sebagai zakat dari
rumah kosnya. Hal itu dikarenakan kurangnya pemahaman dati pemilik rumah kos mengenai zakat rumah kos
dan adapun hambatan pelaksanaan zakat adalah kurangnya pemahaman mengenai zakat rumah kos dan tidak
adanya kesadaran diri dari pemilik rumah kos untuk membayar zakat rumah kosnya.

2. Implementasi dari pajak rumah kos yang terdapat di Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang
Kota Parepare kurang terlaksana dengan baik karena masih banyak yang melanggar peraturan Daerah Kota
Parepare Nomor 13 Tahun 2011 tentang pajak hotel yang dikategorikan dengan pajak rumah kos yang memiliki
kamar lebih dari 10 dengan cara tidak membayar pajak karena adanya hambatan- hambatan sehingga pemilik
rumah kos tidak membayar pajak. Hambatan pelaksanaan pajak dari penyewaan rumah kos disebabkan oleh
sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan
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